
       PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Upaya yang dilakukan kantor wiklayah kemenkum HAM untuk 

menanggulangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA yaitu 

dengan memindahkan NAPI dari lapas over kapasitas ke lapas yang tidak 

over kapasitas, serta mempercepat pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), 

Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) kepada para 

NAPI. 

2. Faktor yang menjadi kendala tugas kemenkum HAM dalam menangani 

over kapasitas yaitu : 

1. Di setiap kabupaten belum tersedia lapas dan rutan, karenanya terjadi 

over kapasitas. 

2. Tidak tersedianya biaya untuk pemindahan NAPI dan NAPI yang mau 

pindah ke daerah asal dibiayai atas tanggungan Negara. 

3. Dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang 

Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) kepada para NAPI kurang 

dukungan dari Masyarakat khusunya persyaratan yang diperlukan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

 

 



5.2 Saran 

1. Perlu adanya pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang 

Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) kepada para NAPI dan harus 

adanya dukungan dari Masyarakat khusunya persyaratan yang diperlukan 

agar tidak terjadi over kapasitas. 

2. Perlu adanya pembangunan atau pembentukan lapas dan rutan baru 

disemua kabupaten wilayah untuk menghindari over kapasitas. Kalaupun 

ada pemindahan NAPI, harus disediakan biaya pemindahan. Karena 

sebagian besar NAPI merupakan pengguna narkoba maka akan lebih baik 

disediakan tempat rehabilitasi agar tidak terjadi over kapasitas. 
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